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The findings reveal that trademark registration in Indonesia
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that the application of the first to file principle within a
constitutive legal framework offers legitimate and effective
protection for trademark rights, serving as a vital legal tool to
uphold certainty within Indonesia’s intellectual property system.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap merek dagang dan jasa merupakan pilar utama dalam sistem kekayaan intelektual
suatu negara karena memberikan jaminan hak eksklusif kepada pemilik merek dalam menjalankan aktivitas komersial. Di
Indonesia, landasan perlindungan ini diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis, yang menekankan bahwa hak atas merek hanya diperoleh setelah melalui proses pendaftaran
resmi. Hal ini menggambarkan penerapan prinsip konstitutif, yakni prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu hak tidak
lahir begitu saja, tetapi harus dikukuhkan melalui proses hukum tertentu yang sah. Dalam konteks pendaftaran merek, prinsip
ini dikonkretkan melalui asas first to file, yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali
mengajukan permohonan, bukan kepada yang pertama kali menggunakan merek tersebut di pasaran. Sistem ini bertujuan
untuk menciptakan kepastian hukum, mendorong ketertiban administratif, serta memberikan perlindungan hukum formal
terhadap pemilik merek secara objektif dan legal. Oleh karena itu, keberadaan pendaftaran resmi menjadi faktor esensial dalam
proses pengakuan hukum terhadap eksistensi dan kepemilikan merek (Amelia et al., 2023).

Meskipun sistem first to file memberikan kerangka hukum yang jelas dan formal, namun dalam praktiknya masih
terdapat berbagai persoalan yang mengemuka. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha, terutama
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pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terhadap pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya memperoleh
perlindungan hukum. Tidak sedikit pelaku usaha yang menggunakan merek dalam kegiatan komersial tanpa mendaftarkannya,
sehingga ketika merek tersebut digunakan atau bahkan didaftarkan oleh pihak lain, mereka tidak memiliki posisi hukum yang
kuat untuk membela haknya. Selain itu, proses pendaftaran merek di Indonesia masih dianggap cukup kompleks dan memakan
waktu, khususnya pada tahap pemeriksaan substantif yang menjadi kunci penentu diterbitkannya hak eksklusif (Senftleben,
2020). Tidak jarang pula muncul kasus tumpang tindih merek akibat lemahnya koordinasi atau keterlambatan dalam
pemeriksaan, sehingga memunculkan konflik antara pemohon satu dengan yang lain. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya
jarak antara idealitas hukum yang diatur dalam undang-undang dengan kenyataan administratif yang dihadapi oleh pemohon
merek di lapangan (Simon, 2020).

Sejumlah studi terdahulu telah membahas berbagai dimensi dari perlindungan merek dalam konteks hukum
Indonesia. Penelitian (Arifin & Igbal, 2020; Fitriani et al., 2022) menyatakan bahwa pemberian hak eksklusif melalui pendaftaran
merek merupakan bentuk perlindungan yang sah terhadap tindakan peniruan dan pelanggaran hak oleh pihak ketiga. Riset (Al-
Tarawneh et al., 2024; Macchi & Bright, 2020) menunjukkan bahwa asas first to file menjadi dasar kuat dalam menghindari
konflik hukum, namun aksesibilitas dan literasi hukum pelaku usaha masih menjadi hambatan besar dalam implementasinya.
(Panggabean et al., 2024, 2024) mengkaji lemahnya perlindungan terhadap merek terkenal yang sering menjadi sasaran
pemalsuan, dan menekankan pentingnya peran negara dalam memperkuat aspek pengawasan. Selanjutnya, (Amelia et al.,
2023; Ayunistia et al., 2025) menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur pendaftaran agar mendorong lebih banyak
pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek mereka secara legal. Terakhir, (Jalianery et al., 2022; Rahmaya, 2022)
memperlihatkan bahwa banyak pelaku usaha masih belum memahami sistem klasifikasi barang dan jasa dalam proses
pendaftaran, yang justru dapat menimbulkan konflik kepemilikan di kemudian hari. Lima studi ini secara umum menyepakati
bahwa meskipun sistem hukum Indonesia telah memberikan kerangka kerja perlindungan merek yang memadai, namun
efektivitas implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, tampak bahwa belum banyak studi yang secara
spesifik menyoroti keterkaitan antara tahapan prosedural pendaftaran merek—khususnya pemeriksaan formalitas dan
substantif—dengan efektivitas perlindungan hukum atas hak eksklusif. Gap ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena proses
administratif dalam pendaftaran bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan mekanisme hukum yang menentukan sah
tidaknya hak atas merek dalam sistem konstitutif. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang
memfokuskan analisis pada proses pendaftaran sebagai jantung dari perlindungan hukum atas merek. Penelitian ini tidak hanya
melihat dari sisi teori hukum, tetapi juga mengevaluasi efektivitas prosedural pendaftaran dalam memastikan bahwa hak atas
merek benar-benar jatuh kepada pihak yang sah dan beritikad baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan asas first to file dalam kerangka prinsip
konstitutif berperan dalam pemberian hak eksklusif atas merek dagang dan jasa di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan
untuk menilai sejauh mana efektivitas mekanisme administratif—mulai dari pemeriksaan formalitas, pengumuman publik,
hingga pemeriksaan substantif—dapat menjamin perlindungan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel bagi para
pemohon merek. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam upaya
penyempurnaan sistem perlindungan merek di Indonesia, khususnya dalam memperkuat posisi pemilik merek yang beritikad
baik melalui proses hukum yang sah.

2. KAJIAN TEORI

Pemberian Hak Eksklusif Oleh Negara

Pemberian hak eksklusif oleh negara merupakan bentuk legitimasi hukum terhadap kepemilikan atas suatu karya atau
aset tidak berwujud, termasuk merek dagang dan jasa. Dalam sistem hukum kekayaan intelektual, negara bertindak sebagai
otoritas yang memiliki wewenang untuk menetapkan, mengesahkan, dan menjamin hak hukum atas suatu merek kepada
pemiliknya melalui proses pendaftaran. Hak eksklusif ini memberikan wewenang penuh kepada pemilik merek untuk
menggunakan, mengalihkan, atau melarang pihak lain menggunakan merek tersebut tanpa izin. Pemberian hak eksklusif tidak
bersifat otomatis; hak ini harus diperoleh melalui mekanisme hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam konteks hukum Indonesia, hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis, yang menyatakan bahwa hak atas merek diberikan oleh negara setelah permohonan pendaftaran merek disetujui
dan disahkan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 2016).
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Pemilik Merek Terdaftar untuk Jenis Barang dan Jasa dalam Konsep Konstitutif

Pemilik merek terdaftar memperoleh pengakuan hukum secara sah atas merek yang dimilikinya setelah melewati
prosedur pendaftaran sesuai ketentuan perundang-undangan. Hak eksklusif ini berlaku untuk jenis barang dan/atau jasa
tertentu sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
(DJKI). Dalam konsep konstitutif, pendaftaran merek merupakan syarat mutlak untuk lahirnya hak hukum. Artinya, meskipun
suatu merek telah digunakan dalam praktik perdagangan, tanpa proses pendaftaran yang sah, maka pengguna tidak memiliki
hak hukum formal untuk menuntut atau melindungi merek tersebut. Konsep konstitutif ini menjadi penegas bahwa negara
hanya mengakui keberlakuan hukum terhadap suatu merek jika telah terdaftar secara resmi dan melewati tahap pemeriksaan
formalitas, pengumuman, serta pemeriksaan substantif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016. Oleh karena itu, konsep ini memberikan landasan hukum yang kuat terhadap keabsahan hak merek yang terdaftar
dan menghindari terjadinya klaim ganda atas satu merek yang sama (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek
Dan Indikasi Geografis, 2016).

As First to File

Asas first to file adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum merek yang memberikan prioritas perlindungan
kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek, bukan kepada pihak yang pertama kali
menggunakannya. Asas ini menegaskan bahwa pendaftaran memiliki nilai konstitutif dan merupakan satu-satunya dasar
pengakuan hukum atas hak merek. Prinsip ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, efisiensi administratif, dan
menghindari konflik hak kepemilikan antar pelaku usaha. Dalam implementasinya di Indonesia, asas first to file tertuang secara
tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, di mana disebutkan bahwa permohonan merek yang pertama kali diajukan
dan memenuhi syarat hukum akan mendapatkan hak eksklusif selama 10 tahun. Asas ini juga mencerminkan perlindungan
hukum preventif, di mana negara secara aktif mencegah pelanggaran hak merek dengan melakukan pemeriksaan terhadap
potensi tumpang tindih atau persamaan merek dengan yang telah terdaftar sebelumnya. Dengan demikian, asas first to file
memperkuat peran negara dalam menetapkan batas hak hukum atas merek berdasarkan waktu pendaftaran yang sah (Rizkia
& Fardiansyah, 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal, yaitu suatu metode
yang berlandaskan pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik berupa undang-undang, peraturan
pemerintah, maupun peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah
menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur tentang pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar
berdasarkan prinsip konstitutif dan asas first to file. Penelitian ini juga menelaah literatur dan teori-teori hukum sebagai dasar
konseptual untuk mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan terkait merek dan indikasi geografis.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis serta peraturan pelaksananya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat para
pakar hukum yang berkaitan dengan prinsip konstitutif dan sistem pendaftaran merek. Sementara bahan hukum tersier
meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu dalam memperjelas definisi dan terminologi hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai
dokumen hukum, regulasi, dan literatur akademik yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan
menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menurunkan kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum untuk diterapkan
pada persoalan-persoalan hukum yang bersifat khusus. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan
interpretasi hukum yang komprehensif dan argumentatif terhadap mekanisme pemberian hak eksklusif atas merek
berdasarkan asas first to file dalam sistem hukum Indonesia.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini merujuk pada tahapan dan jumlah pendaftaran merek berdasarkan proses yang ditentukan dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Data berikut merupakan ilustrasi alur dan volume pendaftaran merek berdasarkan
data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta acuan teoritis terhadap mekanisme yang berlaku.

Tabel 1. Tahapan dan Mekanisme Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tahapan Pendaftaran Merek Deskripsi Estimasi Durasi Output Hukum
P j dok dministratif
Pengajuan Permohonan engajtian co um.en administrati 1-2 hari Nomor Permohonan
dan biaya
Pemeriksaan Formalitas Verifikasi data}, label, klasifikasi, dan <15 hari Status: Lengkap/Belum
bukti pembayaran Lengkap
Pengumuman Permohonan Publikasi di Berita Resmi Merek 2 bulan Dapat diajukan keberatan
Pemeriksaan Substantif Penilaian yuridis substansi merek <150 hari Disetujui / Ditolak
P bit tifikat jika disetujui
Penerbitan Sertifikat Merek enerbitan sertrtikat Jika disetujdi +1 minggu Sertifikat Merek Resmi
seluruh tahap
Perpanjangan Hak Merek Dilakukan 6 bulan sebelum/sesudah 10 tahun Perpanjangan Sertifikat

masa berlaku berakhir

Keterangan: Tabel di atas menunjukkan struktur umum tahapan pendaftaran merek dan ketetapan hukum yang melekat
pada setiap proses sesuai ketentuan DJKI.

Konsep kepemilikan merek dalam sistem hukum Indonesia berakar kuat pada prinsip first to file, yaitu prinsip yang
menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap suatu merek hanya diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu
mengajukan permohonan pendaftaran secara resmi kepada negara melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di
bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menempatkan pendaftaran sebagai syarat konstitutif untuk
memperoleh hak eksklusif atas suatu merek. Berbeda dengan sistem first to use yang memberi perlindungan berdasarkan
penggunaan pertama merek dalam perdagangan, sistem first to file memberikan kepastian hukum dan kejelasan administratif
bagi para pelaku usaha. Dengan kata lain, sistem ini menjamin bahwa hak atas merek dimiliki oleh pihak yang secara sah dan
terdokumentasi telah mendaftarkan mereknya, tanpa mempertimbangkan apakah pihak tersebut telah lebih dahulu
menggunakannya secara komersial. Hal ini menciptakan sistem perlindungan yang objektif, terstruktur, dan transparan,
sehingga kepemilikan yang sah atas merek tidak ditentukan oleh intensitas atau lama penggunaan, melainkan oleh legalitas
pendaftaran yang telah disahkan oleh otoritas berwenang.

Merek dalam konteks hukum kekayaan intelektual tidak hanya berperan sebagai identitas suatu produk atau jasa, tetapi
juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam melindungi reputasi, menjamin kualitas, dan memperkuat posisi kompetitif
di pasar. Sebagaimana dikemukakan oleh Audina (2016), merek mencerminkan jaminan atas kualitas, keaslian, serta daya saing
produk atau jasa, sekaligus menjadi sarana efektif dalam promosi dan perluasan pasar. Oleh karena itu, proses pendaftaran
merek menjadi sangat krusial karena dalam kerangka hukum yang berlaku, hanya merek yang telah terdaftar yang
mendapatkan perlindungan hukum secara penuh. Sayangnya, dalam praktik bisnis sehari-hari, masih banyak pelaku usaha yang
belum menyadari pentingnya mendaftarkan merek mereka, padahal ketidakdaftaran ini membuka celah besar terhadap risiko
pelanggaran, pemalsuan, bahkan potensi gugatan hukum dari pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek serupa. Untuk
itu, sistem hukum di Indonesia menetapkan mekanisme perlindungan hukum terhadap merek melalui proses pendaftaran yang
terdiri atas tiga tahap utama, yaitu pemeriksaan formalitas, pengumuman publik, dan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan
formalitas merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif telah terpenuhi
secara lengkap dan sah, mulai dari keabsahan dokumen, identitas pemohon, label atau logo merek, hingga pembayaran biaya
pendaftaran. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memiliki jangka waktu maksimal 15 hari kerja untuk memverifikasi
kelengkapan administratif permohonan. Jika permohonan dinyatakan lengkap, maka proses akan dilanjutkan ke tahap
berikutnya, yaitu pengumuman publik, sebagai bagian dari transparansi dan kontrol sosial dalam sistem perlindungan merek.

Pengumuman permohonan merek dilakukan melalui Berita Resmi Merek selama dua bulan. Tujuan dari tahap ini adalah
untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain, termasuk pemilik merek yang serupa atau berpotensi dirugikan, untuk
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mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut. Keberatan dapat diajukan secara tertulis apabila terdapat alasan
hukum yang sah, seperti dugaan adanya kesamaan merek, niat tidak baik dari pemohon, atau pelanggaran terhadap hak atas
kekayaan intelektual milik pihak lain. Tahapan ini sangat penting karena menjadi bagian dari prinsip transparansi publik dan
mencegah terjadinya konflik kepemilikan di kemudian hari. Pemeriksaan substantif merupakan tahap paling krusial karena
menentukan sah atau tidaknya suatu merek untuk didaftarkan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Merek yang
telah memiliki kompetensi di bidang hukum kekayaan intelektual. Dalam tahap ini, merek akan dievaluasi berdasarkan berbagai
kriteria, seperti daya pembeda, ketidakmenyesatan, kesesuaian dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, serta
ketidaksamaan dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya. Pemeriksaan ini mengacu pada Pasal 20 dan 21 Undang-
Undang Merek, Permenkumham No. 12 Tahun 2021, dan PP No. 22 Tahun 2018 terkait pendaftaran merek internasional.

Seluruh rangkaian proses pendaftaran merek di Indonesia mencerminkan penerapan prinsip konstitutif secara
menyeluruh, di mana perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang telah melalui prosedur resmi sesuai ketentuan
perundang-undangan. Dalam konteks ini, hak eksklusif atas suatu merek tidak muncul secara otomatis hanya karena digunakan,
melainkan terbentuk melalui tindakan hukum yang sah, yaitu melalui proses pendaftaran yang diakui oleh negara. Sertifikat
merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi bukti legal bahwa merek tersebut telah
mendapatkan pengakuan hukum dan dilindungi secara sah. Hak eksklusif ini berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal
penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Dengan demikian, perlindungan terhadap merek menjadi
bentuk konkret dari intervensi negara dalam menjamin kepastian hukum bagi para pemilik merek yang mengikuti prosedur
secara tertib dan sah. Sistem ini dibangun di atas prinsip first to file, yang menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya
dasar legitimasi hukum atas kepemilikan merek, terlepas dari siapa yang lebih dulu menggunakannya dalam praktik komersial.
Setiap tahap pendaftaran—mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan formalitas, pengumuman publik, hingga
pemeriksaan substantif dan penerbitan sertifikat—dirancang untuk memastikan bahwa perlindungan diberikan secara adil,
transparan, dan akuntabel. Pasal 4 Undang-Undang Merek secara rinci mengatur aspek teknis pengajuan permohonan,
termasuk identitas pemohon, deskripsi dan warna merek, klasifikasi barang atau jasa, serta bukti pembayaran yang sah. Selain
itu, peraturan tersebut juga memberikan ruang bagi perpanjangan masa perlindungan merek, yang dapat diajukan dalam
jangka waktu enam bulan sebelum atau sesudah masa berlaku hak merek berakhir, asalkan semua persyaratan dipenuhi
dengan benar.

Dalam konteks perlindungan hukum jangka panjang, penerapan sistem first to file memberikan manfaat yang sangat
signifikan, baik dari segi ekonomi maupun dari perspektif regulasi. Sistem ini mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi
dan menciptakan merek yang unik, orisinal, dan kompetitif, karena hanya merek yang didaftarkan secara sah yang
mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Djumadi (2016), perlindungan terhadap kekayaan
intelektual tidak hanya menjamin hak moral dan ekonomi para pencipta, tetapi juga berfungsi sebagai insentif yang mendorong
keberlanjutan karya, inovasi, dan pengembangan sektor industri kreatif, perdagangan, serta teknologi. Tanpa adanya
perlindungan hukum yang memadai, pelaku usaha dan pencipta rentan terhadap risiko eksploitasi, plagiarisme, dan konflik
hukum yang dapat mengikis motivasi dan merugikan pertumbuhan sektor ekonomi berbasis inovasi. Oleh karena itu, sistem
perlindungan merek yang diterapkan Indonesia menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam memberikan legitimasi
hukum atas kepemilikan dan penggunaan merek, tidak hanya demi perlindungan individual, tetapi juga demi menjaga
kepentingan umum. Dengan melindungi merek melalui prosedur pendaftaran resmi, negara berupaya mencegah kekacauan
pasar akibat klaim ganda atau penyalahgunaan nama dagang yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lain. Dalam
kerangka ini, prinsip konstitutif melalui asas first to file menjadi pilihan strategis yang tidak hanya menciptakan kepastian
hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual. Dalam jangka
panjang, prinsip ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mendorong budaya patuh terhadap
regulasi, serta memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan sistem kekayaan intelektual global yang kompetitif dan berkeadilan.

Penerapan asas first to file dalam sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa hak atas suatu merek tidak bergantung
pada siapa yang pertama kali menggunakan, tetapi kepada siapa yang lebih dulu mendaftarkan secara sah. Berdasarkan Pasal
3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran merupakan syarat konstitutif untuk memperoleh perlindungan hukum
atas suatu merek. Prinsip ini menjadi dasar dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan membentuk sistem
pendaftaran yang adil dan objektif (Alexander, 2022). Dalam hal ini, negara bertindak sebagai pemberi hak eksklusif kepada
pihak yang memenuhi seluruh prosedur administratif dan substantif. Merek tidak hanya menjadi identitas komersial, tetapi
juga cerminan dari kualitas dan reputasi produk. Sebagaimana disampaikan oleh Audina (2016), fungsi merek sangat penting
dalam membentuk kepercayaan konsumen dan membedakan produk dari pesaing. Oleh karena itu, perlindungan hukum
melalui pendaftaran menjadi suatu keharusan. Tiga tahap utama dalam pendaftaran — yaitu pemeriksaan formalitas,
pengumuman, dan pemeriksaan substantif — merupakan pengejawantahan konkret dari prinsip konstitutif dalam sistem
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merek Indonesia. Setiap tahapan mengandung dimensi administratif dan hukum yang krusial dalam menentukan sah atau
tidaknya hak atas merek.

Tahap formalitas berperan sebagai saringan administratif awal yang menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen.
Sementara itu, tahap pengumuman berfungsi sebagai mekanisme transparansi publik yang memberikan ruang keberatan atas
permohonan yang berpotensi melanggar hak pihak lain. Tahapan yang paling menentukan adalah pemeriksaan substantif, di
mana merek diuji dari sisi kesamaan, daya pembeda, dan kepatuhannya terhadap norma hukum yang berlaku. Pemeriksaan
substantif mengacu pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek serta peraturan pelaksana lainnya, seperti Permenkumham
No. 12 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2018. Penerbitan sertifikat merek menjadi bukti legalitas kepemilikan yang memiliki
kekuatan hukum konstitutif. Artinya, sejak saat itu, pemilik merek memperoleh hak eksklusif selama 10 tahun dan dapat
memperpanjangnya sesuai ketentuan. Perlindungan ini tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin
orisinalitas, mendorong inovasi, dan mencegah eksploitasi merek oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Dalam jangka panjang,
perlindungan ini memperkuat iklim usaha yang sehat dan kompetitif, serta mengukuhkan kedaulatan hukum negara atas hak
kekayaan intelektual. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pemberian hak eksklusif atas merek dagang atau
jasa di Indonesia sepenuhnya bergantung pada proses hukum yang bersifat konstitutif. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa
asas first to file tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, melainkan juga sebagai prinsip perlindungan hukum
preventif yang mampu menjamin keadilan bagi pelaku usaha yang beritikad baik dan taat hukum.

5. KESIMPULAN

Sistem pendaftaran merek di Indonesia secara nyata mencerminkan penerapan asas konstitutif yang dijalankan
melalui prinsip first to file, yaitu prinsip yang menempatkan pendaftaran sebagai satu-satunya dasar hukum yang sah untuk
memperoleh perlindungan atas merek. Artinya, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pihak yang secara administratif
dan substantif telah mengajukan permohonan pendaftaran terlebih dahulu kepada negara melalui Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan penting, yakni pemeriksaan formalitas untuk memastikan
kelengkapan dokumen, pengumuman publik sebagai wujud transparansi dan kesempatan keberatan, serta pemeriksaan
substantif yang mengevaluasi kelayakan merek dari segi hukum, etika, dan originalitas. Melalui struktur prosedural tersebut,
negara menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kepemilikan merek, serta memberikan perlindungan kepada
pemohon yang beritikad baik dan menaati hukum. Temuan dalam penelitian ini menegaskan bahwa asas first to file bukan
hanya sekadar instrumen administratif, melainkan telah menjadi mekanisme perlindungan hukum preventif yang sangat
penting dalam sistem kekayaan intelektual, karena mampu menghindarkan masyarakat dari sengketa hak merek yang
berkepanjangan. Dengan demikian, penerapan prinsip ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pemilik
merek, tetapi juga turut menjaga ketertiban hukum dan stabilitas pasar. Untuk pengembangan riset di masa mendatang,
direkomendasikan agar dilakukan kajian lebih mendalam terhadap efektivitas implementasi asas first to file dalam menghadapi
tantangan pendaftaran merek di era digital, khususnya pada ranah merek digital dan pelaku UMKM, serta perlunya evaluasi
sistem keberatan publik yang saat ini dinilai belum cukup optimal dalam mencegah konflik merek yang merugikan pihak
tertentu.
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